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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi
tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam
bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
@ Ta T Te
& Sa : es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka danha
3 Dal D De
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas




Er

J Ra R

3 Zai z Zet

" Sin S Es

S Syin Sy es dan ye
e Sad s es (dengan titik di bawah)
o Dad d de (dengan titik di bawah)
% Ta " te (dengan titik di bawah)
B Za . zet (dengan titik di bawah)
£ ‘ain ) koma terbalik (di atas)
£ Ghain G Ge

] Fa F Ef

3 Qaf Q K

4 Kaf K Ka

J Lam L El

R Mim M Em

) Nun N En

3 Wau \W We

; Ha X Ha

¢ Hamzah Apostrof

p Ya Y Ye

Vi




2. Vokal

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
iza I=a
=i sl = ai gl=1
i=u s =au J=u

3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:

Asen 3 10 ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:
EOVRH ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy ditulis rabbana
» ditulis al-barr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
Cmadid) ditulis asy-syamsu
dal ditulis ar-rojulu
Bad) ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan
bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sempang.
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Contoh:

il ditulis al-gamar
) ditulis al-badi’
Jd3d ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika
hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof /°/.
Contoh:
< pal ditulis umirtu

L ditulis syai’'un
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ABSTRAK

Novia Ardiana. (1217042). 2022. “Bagi hasil perikanan di desa klidang lor
Kecamatan Batang Kabupaten Batang (prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan
Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan)”. Skripsi
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, juru masak yang bekerja diatas
kapal penangkapan ikan. Pemilikkapaldisebutsebagai juragan atau pemilik kapal.
Sebagian besar nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang merupakan
nelayan tradisional, yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan
teknologi sederhana seperti pancing, jaring, dan pukat. Hubungan kerjanya hanya
sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun
pemilik kapal.

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1)
Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang
tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964?,(2) Bagaimana analisis Hukum
Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik
perjanjian Bagi Hasil Perikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang?Adapun
tujuan penelitian ini adalah(1) Untuk mengetahui Mengapa praktik perjanjian bagi
hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16
tahun 1964(2) Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah
dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil
Perikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research)dimanapenelitiberangkatkelapanganuntukmengadakanpengamatantentan
gsuatufenomenasecaralangsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.. Sedangkansumber data yang
digunakanadalahsumber data primer dansumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengapa praktik perjanjian bagi hasil
perikanan yang ada di Desa Klidang lor kecamatan batang ini belum sesuai
dengan UU No 16 tahun 1964 karena masih menggunakan budaya adat secara
turun temurun dan menggunakan kesepakatan serta kepercayaan, tentu ini belum
sesuai dengan UU karena pembagian hasil tersebut 65% : 35%, sedangkan
menurut UU No 16 tahun 1964 yang sesuai ialah 60% : 40 % dari besaran hasil
tersebut seharusnya 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan. Kemudian
menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik bagi hasil tersebut belum sesuai
dengan Hukum ekonomi syariah karena hanya terjadi sebuah perjanjian dan
kesepakatan saja tidak memikirkan dampak dari kesepakatan tersebut apakah
menguntungkan atau merugikan keduanya sedangkan Menurut Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan bahwa besaran yang
ditentukan nelayan dan pemilik kapal tersebut belum sesuai karena yang sesuai
dengan UU ialah 60% : 40% bukan 65% : 35%.

Kata kunci: Bagi hasil, Perikanan, Perjanjian
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

IndonesiaadalahsebuahNegara maritim karena faktor
geografis,danjugafactorsejarah, sejak zaman kerajaan- kerajaan masa lalu,
Indonesia terkenal akan kekuatan maritimnya. Wilayah laut yang seluas itu,
mengandung sumber daya perikanan yang sangat melimpah.Oleh karena itu,
banyak masyarakat Indonesia khususnya daerah pesisir laut di Desa Klidang
Lor Kecamatan Batang menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai
nelayan.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, juru masak yang bekerja
diatas kapal penangkapan ikan. Pemilikkapaldisebutsebagai juragan atau
pemilik kapal. Sebagian besar nelayan di Desa Klidang Lor Kecamatan
Batang merupakan nelayan tradisional, yang masih menggunakan alat
tangkap tradisional dengan teknologi sederhana seperti pancing, jaring, dan
pukat yang memiliki cara dan bentuktersendiridalampenggunaanmaupun
proses pengelolaannya.’

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat
kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan September 2017, penduduk miskin di

! Agus Sudaryanto, “Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,
RembanglJawa Tengah”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas
Gajah Mada. Hal. 522



Indooesia mencapai 26,58 juta orang berkurang sebesar 1,19 juta orang
dibandingkan dengan kondisi Maret2017 yang sebesar 27,77 juta orang dan
13,93 persen pada bulan Maret yang menurun menjadi 13,47 persen pada
bulan September diantaranya adalah masyarakat yang hidup dipesisir dan
perdesaan.

Bagi hasil di desa Klidang Lor Kecamatan Batang antara pemilik kapal
dengan nelayan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan
kerjanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap
nelayan sendiri maupun pemilik kapal. Hubungan kerja antara nelayan
dengan pemilik kapal disebut dengan Kerjasama. Kerjasama merupakan
kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang ( lembaga, pemerintah, dan
sebagainya ) untuk mencapai tujuan bersama. Dalm Islam kerjasama
merupakan sebuah keharusan yang telah diisyari’atkan dalam agama.
Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi
maupun distribusiberupa barang maupun jasa.>

Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat
terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali
kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung
oleh masing-masing pihak. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang
terjadi di desa Klidang Lor Kecamatan Batang apabila hasil yang diperoleh

nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah

2 Badan Pusat Statistik, “Presentase Penduduk Miskin September 20177, https://www. bps.
go.id/pressrelease/. Diakses tgl 10-03-2018

%Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 65.




dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang
dibagi kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha
sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil
tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan
dan pemilik kapal.

Selain itu juga dalam hukum positif di Indonesia, kerjasama di
bidang perikanan telah diatur dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun
1964 tantang Bagi Hasil perikanan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa: “jika suatu usaha
perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari
hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak
paling sedikit harus diberikan sebagai berikut: Perikanan Laut (1) jika
dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima per seratus)
dari hasil bersih, (2) jika dipergunakan kapal motor, minimum 40%
(empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Perikanan Darat (1)
mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh per seratus)
dari hasil bersih (2) jika dipergunakan ikan liar, minimum 60% (empat
puluh per seratus) dari hasil bersih. Pembagian bagi hasil perikanan di
Desa Klidang Lor Kecamatan Batang yaitu untuk perahu layar 65% (enam
puluh lima per seratus) dari hasil bersih, untuk kapal motor 35% (tiga puluh

per seratus)dari hasil bersih.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil
Perikanan,https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751
diakses tanggal 29-11-2018



Berdasarkan data yang peneliti observasi di lapangan bahwa Pembagian
bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan perundang- undangan dan merugikan
bagi nelayan. Karena di dalam praktik bagi hasil perikanan di Desa Klidang
Lor bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor
16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah.
Namun tetapi peran Undang- undang Bagi Hasil Perikanan tidak diketahui
oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu nelayan di Desa Klidang Lor
Kecamatan Batang. Itu yang menyebabkan pembagian bagi hasil tersebut
tidak sesuai dan merugikan bagi nelayan. Berikut bunyi UU dalam pasal 2
Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan
menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian
bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari
nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap
tambak yang bersangkutan.

Dengan ini, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Klidang Lor
Kecamatan Batang harus berdasarkan Undang-Undang tersebut. Namun
peran Undang- undang Bagi Hasil Perikanan tidak diketahui oleh pihak
yang melakukan perjanjian yaitu pemilik kapal dan nelayan di Desa Klidang
Lor Kecamatan Batang.Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk
meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Melaluipembangunan yang dilakukansecara terus-
meneruscitabangsa Indonesia dapattercapai.Salah satu bentuk hukum yang

diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat yang adil dan



makmur adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Undang- undang Nomer 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian pada masyarakat
nelayan. Berdasarkan pasal 3 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 16 Tahun
1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, prosentasi pembagian diperikanan laut
dibedakan  berdasarkanpenggunaanperahulayarataukapal ~ motor.’Dalam
praktik bagi hasil perikanan juragan kapal ( pemilik kapal ) berkontribusi atas
perahu, mesin dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan
nelayan berkontribusi atas tenaga dan keahliannya. Berdasarkan
pelaksanaannya, dalam figh muamalah hubungan kerjasama bagi hasil disebut
mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama shahibul maal ( pemilik kapal ) menyediakan 100% modal,
sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib ( nelayan ), dimana keuntungan
usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian itu
bukan akibat kelalaian nelayan.®

Persoalan bagi hasil perikanan ini memang sudah banyak yang meneliti
namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian bagi hasil perikanan ini memiliki beberapa masalah yaitu

perjanjian yang tidak sesuai dengan perundang- undangan. Kemudian

*Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, Antropologi Hukum, (Bandung : Pusataka
Setia, 2012 ) HIm. 199

®Ghufron Ajib, Figh Muamalah 1l Kontemporer-Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi
Jaya, 2015), HIm. 167



kesepakatan antara nelayan dengan pemilik kapal menurut Hukum Ekonomi
Syariah. Karena minimnya pendidikan bagi nelayan di Desa Klidang Lor
Kecamatan Batang maka menyebabkan masalah- masalah dalam pembagian
bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam menyusun skripsi ini penulis ingin
mengkaji lebih dalam masalah tentang “ Bagi Hasil Perikanan di Desa
Klidang Lor Kecamatan Batang ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan )” apakah sudah sesuai dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan atau belum.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan
Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964?

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor
16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di
DesaKlidangLorKecamatanBatang?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahuiMengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang

Lor Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964



2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan
Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi
Hasil Perikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan
pengetahuan mengenai
praktikperjanjianbagihasilperikananantaranelayandanpemilikkapal
menurutHukumEkonomiSyariahdanUndang- undangNomor 16 Tahun
1964 tentangBagiHasilPerikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang
praktikperjanjianbagihasilperikananantaranelayandanpemilikkapal
menurutHukumEkonomiSyariahdanUndang- undangNomor 16 Tahun
1964 tentangBagiHasilPerikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang
dalam hal ini untuk para nelayan, pemilik kapal, dan pemerintah desa Dan
diharapkan menjadi bahan wacana dan pedoman untuk penulis pada
khususnya dan pembaca pada umumnya.
E. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian
ini, antara lain yaitu:
1. Penelitian Maria Arfiana (Fakultas Syariah : 2103247/MU) yang

berjudul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah



Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak”.” Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dalam
kerjasama bagi hasil penangkapan hasil akad perjanjian antara nelayan
dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat
kebiasaan yang berlaku didaerah setempat. Dan dalam pelaksanaan
kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan
mendapatkan hasil. Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-
masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah
cukup adil, meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam
kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan
kepada juragan. Walaupun tempat penelitian sama namun batas tahun
penelitian jauh dari tahun 2008 sekarang tahun 2018 penerapan sistem
bagi hasilnya akan berbeda karena jarak 10 tahun yang lalu, selain itu
juga Selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan
penelitian  sebelumya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas
tentang hukum Islam, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai
dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini yang akan penulis
teliti  lebih  memfokuskan membahas tentang pelaksanaan sistem bagi
hasilnya.

2. Penelitian Resvi Yolanda (Fakultas Syari’ah Dan Hukum: 09360002)
yang berjudul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec.

Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara

"Maria Arfiana “Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pelaksaan Mudharabah Hasil
Penangkapan lkan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ” Skripsi, Fakultas
Syariah



Hukum Adat dan Hukum Islam)”.® Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perjanjian bagi hasil dalam hukum antara pemilik dan anak buah dibagi dua.
Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama. Berbeda dalam hukum
Islam atau mudharabah masalah kerugian oleh pemilik modal.

3. Penelitian  Azriadian ElI Haq (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam: 1000124044) yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ilkan di Desa
Kedungrejo  Kecamatan =~ Muncar Kabupaten Banyuwangi »® Hasil
penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di
desa  Kedungrejo kecamatan = Muncar  kabupaten  Banyuwangi
menggunakan akad mudharabah perjanjiannya dilakukan secara lisan dan
pembagian bagi hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu
yang digunakan.

4. Penelitian Zid Hartsa Firdausi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta: 13380057) yang berjudul “Kerjasama Bagi Hasil Dalam
Penangkapanlkan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara
Figh Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang

Bagi  Hasil Perikanan)”.*® Hasil ~penelitian  menunjukkan  bahwa

®Resvi Yolanda “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Tiku Kec. Tanjung Mutiara (Studi
Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum :
09360002).

% Azriadian El Hag “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan
di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” Skripsi, Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044).

7id Hartsa Firdausi “Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan lkan Di Desa
Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Figh Muamalah Dan Undang- Undang Nomor 16
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masyarakat setempat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lebih
memilih untuk menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara
turun- temurun, yang mana para nelayan melakukan perjanjian secara
lisan, apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut
dibagi dua, yaitu 50 %- 50 % dari hasil bersih. Dan akadnya
menggunakan akad mudharabah.

5. Penelitian Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang
berjudul “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh
Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan
Probolinggo” *Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian
hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif hukum Islam yakni tidak
memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu
yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh.
Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena
ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat
pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat
mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum
positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam
memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.

Berdasarkan riset- riset diatas penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi

substansi masalah metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Dari

Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan) “Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Kalijaga.

" Imilda Khotim “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan
Menurut Hukum Islam di Desa Kalibantu Kraksaan Probolinggo “Skripsi, Malang: Fakultas
Syariah UIN Malang, Tahun 2007.



11

sisi substansi masalah penelitian ini membahas tentang Praktik Perjanjian Bagi

Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor

16 Tahun 1964. Sedangkan pendekatan riset ini mencoba mendialogkan praktik

perjanjian bagi hasil menurut hukum islam, hukum positif, dan budaya lokal

masyarakat.

Kerangka Teori

1. Bagi Hasil

Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia

dana dan pengelola dana.

Didalam bagi hasil dalam Undang- Undang Pasal 1 :

1.

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan
nelayan pemilik menurut perjanjian mana mereka masing- masing
menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah

disetujui sebelumnya.

. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun

berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha

penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan

menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

. Hasil bersih ialah bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari

penangkapan , yang setelah diambil sebagian untuk “lawuhan” para

nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan

beban- beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan- nelayan

dan para nelayan penggarap.

Didalam bagi hasil Undang- undang Nomer 16 Tahun 1964 Pasal 3 yaitu:

1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi
hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap

tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :
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a) Perikanan laut :

(1)Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% ( tujuh puluh
lima perseratus ) dari hasil bersih.

(2)Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% ( empat puluh
perseratus ) dari hasil bersih.

b) Perikanan darat

(1)Mengenai hasil ikan pemeliharaan: miminum 40% ( empat
puluh perseratus ) dari hasil bersih.

(2)Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% ( enam puluh persen )
dari hasil kotor.

2) Pembagian hasil diantaranya para nelayan penggarap dari bagian yang
mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh
mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il
yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan,
dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak
dan yang paling sedikit tidak boleh dari 3 (tiga )lawan 1 (satu ).*?

2. Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘agad yang secara etimologi
berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.’® Sedangkan menurut
istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan
antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan
memiliki implikasi hukum tertentu.**

Akad merupakan instrumen pemilikan lainnya, seperti ikhraz
mubahat, tawallud, kholafiyah apotensi akad untuk mendapatkan hasil

lebih efektif. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan ekonomi baik

12 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil

Perikanan,https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/It4c3d68a97¢853/node/24751
diakses tanggal 29-11-2018

3" Abdul Rahman Ghazaly, et al. Figh Muamalat, Jakarta : Kencana, 2015, h. 50

¥ Dimyaudin Djauwaini “Pengantar Figh Muamalah”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008, h. 48.
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kegiatan  produksi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan
instrumen akad.™
a. Pengertian Mudharabah
1) Pengertian Mudharabah
Menurut fugaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya
kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang
telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.’®*Menurut istilah

Mudharabah  adalah  kontrak yang melibatkan antara dua

kelompok, vyaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan

modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam
aktifitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor
dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak

investor.’

2) Ketentuan Mudharabah

a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan sebuah kejadian
dimasa depan yang belum tentu terjadi.

c) Pada dasarnya dalam mudharabah ini bersifat amanah (yad al-
amanah), kecuali akibat kesalahan disengaja, kelalaian atau
pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau yang terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarakah.*®

> Abdul Ghafur Anshori ”Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi) , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010

" Ahmad Wardi Muslich, “Figh Muamalat”, cet 1, Jakarta : Amzah, 2010, h.371

7" Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang
Riba dan Bunga, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2008, him. 91

8 Ajib, Figh ..., h. 175
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Sedangkan ketentuan Mudharabah menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah sebagai berikut:
1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari
shahibul al-mal, adalah modal.
2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam
menggunakan modal yang di terimanya.
3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik
bersama.*®
Dalam penelitian ini teori dan konsep yang dipakai adalah bagi
hasil dalam perspektif menurut hukum ekonomi syariah, hukum positif,
dan adat yang dipakai dimasyarakat.
G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan
pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.?
1. Lokasi Penelitian
Lokasi objek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk
memperoleh data penelitian yang berlokasi di Desa Klidang Lor
Kecamatan Batang. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa yang peneliti
observasi praktik perjanjian bagi hasil perikanan diDesa Klidang Lor
Kecamatan Batang mayoritas belum sesuai dengan UU No 16 Tahun 1964
tentang bagi hasil perikanan
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Penelitian ini secara metodologi tergolong field research (penelitian

lapangan), menggunakan metode pendekatan kasus (case study) yaitu

9 Mardani, Figh ..., h. 198-199
%juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),
him. 254.
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penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit
sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini
penulis akan melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang akan
diteliti guna memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang
dibahas.”*
3. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :
a. Sumber data primer
Sumber data primeradalah data yang diperoleh langsung dari
subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang
dicari atau sumber data utama yang akan digunakan peneliti untuk
mencari data di tempat penelitian.”’Pada sumber data primer ada
pemlik kapal dan nelayan. Jenis data ini meliputi observasi dan
wawancara setiap nelayan di wawancara di Desa Klidang Lor
Kecamatan Batang.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian”.23Data

sekunder dalam hal ini adalah pemerintah desa Klidang lor dan di

2Chilid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian. Cet. 8, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2007), him. 46.

2Saefudin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998).him.90.

2 Saefudin Anwar, Metodologi Penelitian ........... him.91
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dukung dari buku-buku, dan artikel-artikelyang mempunyai korelasi
dan relavan dengan permasalahan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yakni
penelitian yang langsung dilakukan, oleh karenanya untuk memperoleh
data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa penelitian,
yaitu sebagai berikut:
a. Teknik obsevasi
Teknik observasi adalah cara yang akan digunakan untuk
memperoleh data dengan mengadakan pengamatan untuk pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan
sasaran pengamatan.
Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi
dalampraktikperjanjianbagihasilperikananantaranelayandanpemilikkap
al menurutHukumEkonomiSyariahdanUndang- undangNomor 16
Tahun 1964 tentangBagiHasilPerikanan.
b. Teknik Interview atau wawancara
Metode wawancara yaitu sebagai suatu proses tanya jawab lisan,
dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat
melihat muka dan yang lain mendengarkan suaranya dengan telinganya

sendiri.?*

sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), jilid 2, him.217.
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Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan
wawancara langsung atau tanya jawab kepada Nelayan, pemilik kapal
dan notaris di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan
menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau
fakta yang hendak diteliti.?

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
kondisi umum, dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum para
nelayan dalam melakukan bagi hasil dengan pemilik kapal di Desa
Klidang Lor Kecamatan Batang. Dokumen yang digunakan bisa berupa
jurnal, karya ilmiah,buku-buku, transkip hasil wawancara, gambar atau
foto rekaman, buku catatan, buku nota maupun buku tagihan dan lain
sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan
pendekatan  kualitatif. = Metode deskriptif  digunakan  untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta,sifat-sifat,

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.?

»Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), him. 130.

%Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 1992), him.386.
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H. Sistematika Penulisan Skripsi

Gunamempermudah dalam pembahasan, sistematika penulisan yang
dibuat ini dibagi tiga bagian pertama, bagian isi, bagian akhir. Adapun secara
rinci sistematika penulisan penelitian tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah,rumusan masalah,
tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab kedua, Pengertian Bagi Hasil, Sub bab pertamaBagi Hasil perikanan
dalam Undang- Undang Pasal 1, Bagi hasil perikanan dalam Undang- undang
Nomer 16 Tahun 1964 pasal 3. Sub bab kedua mengenai Pengertian Akad
Perjanjian, Ketentuan Syarat dan Rukun Akad, Berakhir Akad. Sub bab
ketigamengenai Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun
dan Syarat Pembiayaan Mudharabah, Macam- Macam Jenis Mudharabah,
Ketentuan Mudharabah, Berakhirnya Mudharabah.

Bab ketiga,Gambaran umum Desa Klidang Lor Kecamatan Batang,Hasil
Penelitian yang terdiri dari Sub bab pertama mengenai Gambaran Umum
Lokasi Penelitian. Sub bab kedua mengenai Untuk mengetahuiMengapa
praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang tidak
sesuai dengan UU No 16 tahun 1964. Sub bab ketiga mengenai Bagaimana
analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang praktik perjanjian Bagi Hasil Perikanan di

DesaKlidangLorKecamatanBatang
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Bab keempat, Analisis Hasil Penelitian.Sub bab pertama mengenai
Analisis Mengapa praktik perjanjian bagi hasil di Desa Klidang Lor
Kecamatan Batang tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 1964. Sub bab kedua
mengenai Analisis Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang praktik perjanjian Bagi Hasil
Perikanan di DesaKlidangLorKecamatanBatang.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti
lakukan, yang mengangkat judul Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang

Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Ekonomi

Syariah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil

Perikanan ) Dapat disimpulkan :

1. Praktik perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang lor
kecamatan batang ini belum sesuai dengan UU No 16 tahun 1964
karena masih menggunakan budaya adat secara turun temurun dan
menggunakan kesepakatan serta kepercayaan, tentu ini belum sesuai
dengan UU karena pembagian hasil tersebut 65% : 35%, sedangkan
menurut UU No 16 tahun 1964 yang sesuai ialah 60% : 40 % dari
besaran hasil tersebut seharusnya 60% untuk pemilik kapal dan 40%
untuk nelayan.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik bagi para perikanan sesuai
dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena di dasarkan pada
kesepakatan para pihak, jika di dasarkan pada persepektif Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1964 Tenang bagi hasil perikanan belum
sesuai karena menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang

bagi hasil perikanan bahwa besaran yang ditentukan yaitu 60% : 40%
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bukan 65% : 35%. Ketidaksesuaian perjanjian tersebut menimbulkan
konsekuensi sanksi yang berlaku.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian dengan kerendahan hati penulis
mengajukan beberapa saran :
1. Kepada pihak masyarakat
Yang sudah terbiasa melakukan praktik perjanjian bagi hasil
perikanan dengan kebiasaan kepada pemilik kapal alangkah baiknya
harus juga mempelajari terkait dengan Undang-undang Nomor 16
tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan agar tidak ketinggalan
pengetahuan.
2. Kepada Pemilik kapal
Untuk pemilik kapal bahwa harus profesional dalam menjalankan
kesepakatan yang sudah di setujui terkait dengan bagi hasil perikanan
dengan nelayan dan juga pemilik kapal atau juragan kapal harus
mengetahui juga isi dari UU Nomor 16 Tahun 1964 tersebut terkait
dengan bagi hasil perikanan.
3. Kepada Pemerintah Desa
Agar ada sosialisasi terkait dengan Undang-undang Nomor 16
tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, agar masyarakat Desa
Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang mendapatkan

pengetahuan tentang bagi hasil perikanan.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Bapak Haryanto selaku Pemilik kapal

1.

Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil
perikanan ?

Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?

Bagaimana perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang
Lor dan sistemnya bagaimana kemudian berapa jumlah hasil yang di
bagi antara bapak selaku juragan dengan nelayan ?

Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal
dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang
bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?

B. Pertanyaan Untuk Bapak Widiyanto Selaku Kepala Desa Klidang Lor

1.

Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di

Desa Klidang Lor ?

C. Pertanyaan untuk Bapak Supardi Selaku Pemilik Kapal

1.
2.

Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?
Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan di
Desa Klidang Lor ?

Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik kapal
dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 tentang

bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Pertanyaan untuk Bapak Muhcsin Selaku Nelayan

1.

Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil

perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

. Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil

perikanan ?

Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak selaku
nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?

Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau

merugikan pak ? tolong penjelasannya !



E. Pertanyaan untuk Bapak Sarinto selaku nelayan

1.

Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil
perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil
perikanan ?

untuk bagi hasil yang yang disepakati itu sesuai tidak dengan

kesepakatan di awal antara bapak dengan juragan ?

F. Pertanyaan untuk Bapak Riyanto Selaku Nelayan

1.

Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi hasil
perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil
perikanan ?

Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak selaku
nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti

Pemilik Kapal : Bapak Haryanto

Hari/Tanggal : 06 Februari 2022

Tempat : Rumah Bapak Haryanto

Pukul : 08.30-09.30

No | Peneliti Hasil Wawancara

dan
Informan

1. | Peneliti Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang
bagi hasil perikanan ?

Pemilik Saya hanya mengetahui saja mba tetapi tidak tahu isi dari UU
kapal tersebut

2. | Peneliti Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan nelayan ?

Pemilik Tidak merugikan cuman menyesuaikan dari hasil tangkap ikan
kapal nelayan tersebut mba apabila lebih banyak yam aka hasil
baginya juga lebih banyak.

3. | Peneliti Bagaimana perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa
Klidang Lor dan sistemnya bagaimana kemudian berapa
jumlah hasil yang di bagi antara bapak selaku juragan dengan
nelayan ?

Pemilik sebelum bekerja nelayan tersebut melakulan perjanjian dengan

kapal saya mba, mengenai bagi hasil perikanan tersebut yang dia
dapat, perjanjian ini dilakukan secara lisan mba tidak tertulis,
maka waktu perjanjian tersebut juga saya menyebutkan hasil
besaran yang didapatkan saya selaku juragan dan nelayan,
bahwa besaran 60% itu untuk saya sedangkan 40% itu hasil
bersih yang diberikan nelayan mba

4. | Peneliti Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku pemilik
kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan UU No 16 tahun
1964 tentang bagi hasil perikanan dan Hukum Ekonomi
Syariah ?

Pemilik Sudah sesuai mba saya kira karena bagi hasil yang di terapkan
kapal rata-rata disini walaupun menggunakan adat kebiasaan orang-
orang sini ya 60% - 40%.




Pewawancara : Peneliti
Pemilik kapal : Bapak Supardi
Hari/Tanggal : 06 Maret 2022
Tempat : Rumah Bapak Supardi
Pukul : 14.00-15.00
No Peneliti dan Hasil Wawancara
Informan
1. | Peneliti Apakah bagi hasil tersebut merugikan bapak dan
nelayan ?

Pemilik Kapal Tidak merugikan mba, cuman terkadang kalau hasil
tangkap ikian nelayan sedikit ya hasil baginya
sedikit tapi sudah sesuai dengan kesepakatan di awal

2. | Peneliti Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak
dengan nelayan di Desa Klidang Lor ?

Pemilik kapal kalau umumnya di sini kan emang dari dulu sudah
adat kebiasaan orang sini mba, dengan lisan
bertermu secara langsung kemudian biasanya setuju
atau tidak dengan jumlah hasil yang di bagi ketika
mendapatkan ikan nanti

3. | Peneliti Apakah praktik perjanjian bagi hasil bapak selaku
pemilik kapal dengan nelayan sudah sesuai dengan
UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan
dan Hukum Ekonomi Syariah ?

Pemilik Kapal Mungkin sudah mba, karena saya sendiri emang
mengetahui saja akan tetapi tidak tahu isinya, yang
terpenting saya dapat penghasilan




Pewawancara

: Peneliti

Nelayan : Bapak Muhcsin
Hari/Tanggal : 5 Februari 2022
Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Muhcsin
Pukul : 19.30-20.30
No | Peneliti Hasil Wawancara
dan
Informan
1. | Peneliti Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi
hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

Nelayan | saya tidak ada pilihan lain mba, selain saya bekerja sebagai
nelayan, karena saya sendiri pengangguran, maka untuk
menghidupi keluarga saya, saya pun bekerja ikut juragan mba
dengan system bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil tersebut
atau perjanjian bagi hasil perikanan tersebut dilakukan secara
lisan mba tidak tertulis maupun menggunakan materai, yang
terpenting saya bisa bekerja dan saya mendapatkan uang bagi
hasil tersebut dengan juragan

2. | Peneliti Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi
hasil perikanan ?

Nelayan | Mengetahui mba, tetapi saya tidak tahu lebih tentang isinya

3. | Peneliti Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau
merugikan pak ? tolong penjelasannya !

Nelayan | Dapat menguntungkan mba karena memang sistem
pembagiannya sudah disepakati dari awal




Pewawancara

: Peneliti

Nelayan : Bapak Sarinto

Hari/Tanggal : 7 Maret 2022

Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Sarinto

Pukul : 16.30-17.00

No | Peneliti Hasil Wawancara

dan
Informan

1. | Peneliti Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi
hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

Nelayan lya melalui kesepakatan mba di awal, biasanya ada
perjanjiannya mba terkait bagi hasil yang di tentukan

2. | Peneliti Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi
hasil perikanan ?

Nelayan Kurang mengetahui mba soalnya yang terpenting saya bekerja
ikut juragan

3. | Peneliti untuk bagi hasil yang yang disepakati itu sesuai tidak dengan
kesepakatan di awal antara bapak dengan juragan ?

Nelayan iya kalau tidak sesuai saya tidak menerima uangnya mba, kan
itu kesepakatan perjanjian di awal, ya saya juga percaya sama
juragan mba, ketika mau bekerjasama itu juga melihat-lihat
juragan juga atau pemilik kapal




Pewawancara

: Peneliti

Nelayan : Bapak Riyanto

Hari/Tanggal : 5 Maret 2022

Tempat : Ruang Tamu Rumah Bapak Riyanto

Pukul : 08.00-09.00

No | Peneliti Hasil Wawancara

dan
Informan

1. | Peneliti Bagaimana praktik yang diterapkan pak ketika melakukan bagi
hasil perikanan tersebut ? tolong penjelasannya !

Nelayan Kalau saya sendiri kepercayaan dan emang sudah dari dulu
orang-orang sebelum saya kebiasaan seperti ini lewat omongan
dengan juragan secara langsung

2. | Peneliti Apakah bapak mengetahui UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi
hasil perikanan ?

Nelayan Sedikit mengetahui mba terkait UU tersebut, dengar-dengar
terkait dengan bagi hasil perikanan

3. | Peneliti Bagaimana perjanjian antara pemilik kapal dengan bapak
selaku nelayan terkait dengan bagi hasil perikanan tersebut ?

Nelayan Untuk bagi hasil perikanan meneysuaikan dengan teman
nelayan yang lain mba terkadang 60%-40% kalau hasil tangkap
ikannya menurun berarti ya penghasilan saya menurun

4. | Peneliti Apakah bagi hasil tersebut dapat menguntungkan bapak atau
merugikan pak ? tolong penjelasannya !

Nelayan Tergantung dari penangkapan ikan mba, soalnya tidak pasti
yang penting bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian di awal
kesepakatan




Pewawancara

: Peneliti

Pemilik Kapal : Bapak Widiyanto
Hari/Tanggal : 07 Februari 2022
Tempat : Ruang tamu kepala desa Klidang Lor
Pukul : 08.30-09.30
No | Peneliti Hasil Wawancara
dan
Informan
1. | Peneliti Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil bapak dengan nelayan
di Desa Klidang Lor ?
Kepala untuk perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Klidang Lor itu
Desa biasanya memang dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut
Klidang mba, antara juragan kapal dengan nelayan. Karena memang
Lor berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan yang dilakukannya
mba, mereka juga hanya tahu saja mengenai UU tersebut
mengenai bagi hasil perikanan




Hasil Foto dengan pemilik kapal yaitu Bapak Haryanto dan Bapak Supardi

Hasil foto dengan Bapak Muhcsin selaku nelayan



Hasil foto dengan Bapak Sarinto selaku Nelayan

Hasil foto dengan Bapak Riyanto selaku nelayan



Hasil foto dengan Bapak Widiyanto selaku Kepala Desa Klidang Lor

Hasil foto kapal-kapal yang di miliki oleh pemilik kapal di Desa Klidang Lor
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